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TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERALIHAN PROTOKOL

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketika wewenang itu
diberikan maka akan melekat tanggung jawab kepada notaris
terhadap peralihan protokol tersebut, termasuk kepada notaris penerima
protokol notaris. Jika dikaitkan dengan Pasal 62 huruf b UUJN Nomor 2
Tahun 2014 tentang telah berakhirnya masa jabatan dan Pasal 63 ayat (5)
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Notaris yang telah memasuki ustaspensmiirt walaupun ada hambatan hambatan
tapi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di UUJN. Akan
tetapi proses peralihan terhadap Protokol yang telah memasuki usia 25 tahun
tidak terlaksana karena tidak sesuai dengan ketentuan apa yang diperintahkan
oleh Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut saran yang dapat diberikan adalah Kepada Majelis
Pengawas Daerah (MPD) sebaiknya mengajukan usulan anggaran yang lebih
besar kepada Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia untuk mengelola
Protokol Notaris yang membutuhkan tempat tersendiri untuk menyimpan
Protokol Notaris agar.
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THE RESPONSIBILITY OF NOTARIES CONCERNING ON THE TRANSITION
OF NOTARIAL PROTOCOL
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ABSTARCT
Notary is a general affairs who authorized to make an authentic certificates and has
other authorities as stated in legislation (law) no 2/ 2014 concerning on amendments
of legislation no 30/2004 about notary position when that authorization given, the
responsibility will attach to the notary toward the transitional of the protocol
including the notary protocol recipient. If it is associated with article 62 the letter b
UUJN (The legislation of Notary Tenure) No 2/ 2014 concerning on the end of the
tenure and article 63 verse (5) UUJNP states that: notary protocol of other notary in
the handover of notary position on the age 25 years or more, will be handed over by
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